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KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0126 / L-08 / SK-PF ; V / 2017

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a bahwa setap pendinan satuan pendidikan formal wa)ib
memperoleh izin dan pemenntah daerah:

b. bahwa setelah memenksa, mengkaji, dan menilai Perm shonan lzin
Mendirikan Pendidikan Formal dan Pemohon termasuk sersvaratan
tekrusnya berupa dokumen Rencana Pengembangin  Satuan
Pendidikan, maka dapat dibenkan izin mendinikan,

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dima sud dalan
huruf a dan huruf perlu menctapkan Keputusan Walil nta tentang
lzin Mendirikan Pendidikan Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pe¢mbentukan
Daerah-dacrah Kota Besar Dalam Linglkungan Propinsi 'awa Tumur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyaklarta (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:aor 4301,

3. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Prmbenukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negar, Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembiran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Prmerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .'014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 5587)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan <edua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noiaor 5679),

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 216 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kot: Surakarta
(Lembaran Dacrah Kota Surakarta Tahun 2016 Jomer 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57)

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2! 06 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pint i,

2. Peraturan Menten Dalam Negernn Nomor 20 Tahun 2108 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah,;

3. Peraturan Pemenntah Republik Nomor 17 Tahun 2(10 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.



